
BUPATI BONDOWOSO 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR \6 TAHUN 2022 

TENTANG 

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KEPALA DESA YANG BERPRESTASI 
DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN 

PERKOTAAN DI KABUPATEN BONDOWOSO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONDOWOSO, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam 
menclukung peningkatan penclapatan asli claerah, clan 
sebagai penghargaan bagi desa yang berprestasi dalam 
upaya pelunasan PBB-P2 sebelum tanggal jatuh tempo, 
perlu memberikan penghargaan berupa hadiah uang 
kepada Kepala Desa yang Berprestasi; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pemberian Penghargaan kepada Kepala Desa yang 
berprestasi dalam Pemungutan Pajak Bumi clan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bondowoso; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau 
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6516); 

3.Undang-Undang ... 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau 
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undan~ 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6516); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6673); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244~ Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomoi: 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6673); 

6. Undan~-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757) 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5161); 

8.Peraturan ... 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Neg~a Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 
2010 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri B) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bondowoso Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 
2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 31); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bondowoso Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 48); 

13. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 31 Tahun 2013 
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2013 Nomor 31); 

14. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 115 Tahun 2021 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten 
BondowosoTahun 2021 Nomor 115); 

MEMUTUSKAN: ... 
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MEMUTUSKAN: 

Menetap an : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN 
KEPADA KEPALA DESA YANG BERPRESTASI DALAM 
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN 
DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BONDOWOSO. 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bondowoso. 
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso. 
4. Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut 

Bapenda, adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 
BondowQ~Q. 

5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang 
selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi 
dan/ atau bangunan yang dimiliki, dilruasai, dan/ atau 
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali 
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso. 

7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di lingkungan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Bondowoso. 

8. Penghargaan adalah upaya Pemerintah Daerah dalam 
memberikan apres1as1 kepada Kepala Desa dalam 
pelunasan PBB-P2 yang tepat waktu. 

9. Jatuh Tempo adalah tanggal waktu pelunasan yang telah 
ditetapkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 
(SPPI') PBB-P2. 

Pasal 2 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai 
pedoman dalam pemberian penghargaan kepada Kepala Desa 
yang Berprestasi dalam pemungutan PBB-P2. 

Pasal 3 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk 
memotivasi kepada Pemerintah Desa agar meningkatkan 
kesadaran para wajib pajak untuk dapat melunasi PBB-P2 
tepat waktu. 

BAB II ... 
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BAB II 
PEMBERIANPENGHARGAAN 

Pasal 4 

(1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan berupa uang 
kepada Kepala Desa yang berprestasi dalam Pemungutan 
PBB-P2. 

(2) Kepala Desa yang mendapatkan penghargaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

Pasal 5 

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan 
apabila pelunasan pembayaran PBB-P2 sampai dengan tanggal 
jatuh tempo. 

BAB III 
DASARPEMBERIANPENGHARGAAN 

Pasal 6 

Pokok ketetapan PBB-P2 menjadi dasar pemberian 
penghargaan berupa hadiah uang dalam pelunasan 
pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB-P2 tahun 
berkenaan yang pemungutannya dilaksanakan oleh Desa. 

BABN 
BESARANPENGHARGAAN 

Pasal 7 

Besaran penghargaan berupa uang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 diatur dengan ketentuan sebagaimana 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BABV 
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN 

Pasal 8 

Tata cara pemberian penghargaan kepada Kepala Desa yang 
Berprestasi dalam Pemungutan PBB-P2 di Kabupaten 
Bondowoso ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Bapenda. 

BAB VI ... 
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BABVI 
BIAYA PENGHARGAAN 

Pasal 9 

Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
dibebankan pada APBD. 

BAB VII 
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI 

. . 

Pasal 10 

(1) Dalam upaya optimalisasi pemungutan PBB-P2, 
dilaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan 
evaluasi oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
terdiri atas unsur: 
a. Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso; 
b. Bapenda~ dan 
c. Inspektorat Kabupaten Bondowoso. 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 
Bupati Bondowoso Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pemberian 
Penghargaan kepada Kepala Desa yang berprestasi dalam 
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 (Berita 
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 14) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Bondowoso Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 14 Tahun 2021 tentang 
Pemberian Penghargaan kepada Kepala Desa yang berprestasi 
dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 (Berita 
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 60), dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 12 ... 
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Pasal 12 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso. 

Diundangkan di Bondowoso 
pada tanggal , Moret ;2.O.;i.~ 

Ditetapkan di Bondowoso 
pada tanggal t Mare\:. ;;zo;2;2 

AERAH KABUPATEN BONDOWOSO, 

DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN J..OJ.;J. NOMOR 1G 



No. 

1 
2 

3 

4 

5 

LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR 16 TAHUN 2022 
TENTANG 
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KEPALA DESA 
YANG BERPRESTASI DALAM PEMUNGUTAN PAJAK 
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 
DI KABUPATEN BONDOWOSO 

KETENTUAN BESARAN PENGHITUNGAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KEPALA DESA YANG BERPRESTASI 
DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BONDOWOSO 

JUMLAH HADIAH UANG TUNAI YANG DITERIMA 
KEPALA DESA (Rp.) 

KLAS I FI KASI NILAI BAKU REALISASI 100% REALISASI 100% REALISASI 100% KETERANGAN 
PADA TRIWULAN I PADATRIWULAN PADA TRIWULAN 

DAN II III IV 
A > Ro. 200.000.000,- 10.000.000 8.000.000 6.000.000 Realisasi PBB-P2 

B 
> Rp 100.000.000 s.d. sampai dengan tanggal 

Rp 200.000.000,- 5.000.000 4.000.000 3.000.000 jatuh tempo. 

C 
> Rp 50.000.000 s.d. 

Rp 100.000.000,- 4.500.000 3.500.000 2 .500.000 

D 
> Rp 25.000.000 s.d. 

Rp 50.000.000,- 2.500.000 2.000.000 1.500.000 
E :s; Ro 25.000.000,- 2.000.000 1.500.000 1.000.000 
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